
 
 

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 02 TAHUN 2011 

TENTANG 
PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 

UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT 
LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA 

LISTRIK OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) 
DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha 
Panas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 70 Tahun 2010, Pasal 32 A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 Tahun 2006, serta Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 
Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 
Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk 
Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga 
Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas 
Bumi;  

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4327); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4746); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan 
Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, 
Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha 
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
70 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5163); 

8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 
tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 
Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga 
Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan Gas; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 
2009; 

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 
2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan 
Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, 
Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 419); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 552); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK 
NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN 
TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS 
BUMI DAN HARGA PATOKAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK 
OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) DARI 
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI. 
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